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Abstrak
Seperti Kemendikbud, kementerian Agama juga telah mengalokasikan TPG bagi GPAI sejak tahun anggaran 2008. TPG atau Tunjangan Profesi Guru menjadi salah satu agenda utama Kemenag dalam rangka meningkatkan Profesionalisme GPAI untuk menciptakan pendidikan berkualitas. Untuk memudahkan penyaluran TPG tersebut, maka diperlukan sebuah aplikasi untuk memudahkan admin dalam melakukan validasi data kelayakan pencairan TPG. Dari sini Kementrian Agama Republik Indonesia menerbitkan Aplikasi berbasis digital secara daring (online) yang diberi nama SIAGA atau akronim dari Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama. Manfaat aplikasi SIAGA adalah untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.  Dari sinilah Penelitian berawal dengan fokus penelitian, berupa: (1) Bentuk implementasi kebijakan publik dari aspek pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis aplikasi SIAGA; (2) Problematika dari sisi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan penyaluran tunjangan tersebut; (3) dan bentuk alternatif solusi terhadap permasalahan implementasi kebijakan. 

Hasil dari penelitian ini meliputi: Pertama, Implementasi Aplikasi SIAGA Kantor Kementerian Agama Kota Malang dimulai dengan sosialisasi, pelatihan, pedataan data guru, verval data, hingga penetapan kelayakan pencairan Tunjangan Profesi Guru di masing-masing guru dan pengawas pendidikan agama islam. Kedua, Faktor pendukung antara lain (1) Komunikasi (2) SDM dalam hal ini admin Seksi PAIS; dan (3) komitmen positif dari segenap perangkat, Sedangkan faktor penghambat adalah : (1) Kelemahan Sistem Aplikasi SIAGA (2) lingkungan sosial yang tidak kondusif.  Ketiga, Alternatif solusi yang ditawarkan adalah meliputi (1) melakukan pendampingan, (2) Kementerian Agama Kota Malang mengeluarkan Disposisi. 
Kata Kunci: 
Implementasi Kebijakan, Tunjangan Profesi Guru, Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA)
Abstract
Like the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Religion has also allocated TPG for GPAI since the 2008 budget year. TPG or Teacher Professional Allowances are one of the main agendas of the Ministry of Religion in order to improve GPAI's professionalism to create quality education. To facilitate the distribution of the TPG, an application is needed to make it easier for the admin to validate the TPG disbursement feasibility data. From here the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia published an online digital-based application called SIAGA or an acronym for the Information System and Administration of Religious Teachers. The benefits of SIAGA application are to overcome the limitations of space and time. This is where the research begins with a research focus, in the form of: (1) The form of public policy implementation from the aspect of the distribution of the Islamic Religious Education Teacher Professional Allowance based on the SIAGA application; (2) Problems in terms of supporting and inhibiting factors from the implementation of the policy for the distribution of these allowances; (3) and alternative forms of solutions to policy implementation problems.

The results of this study include: First, the implementation of the SIAGA application at the Ministry of Religion of Malang City, starting with socialization, training, teacher data collection, data verification, to determining the feasibility of disbursing the Teacher Professional Allowance in each teacher and supervisor of Islamic religious education. Second, supporting factors include (1) Communication (2) Human Resources, in this case the admin of the PAIS Section; and (3) positive commitment from all instruments. While the inhibiting factors are: (1) Weaknesses of the Alert System Application (2) the social environment is not conducive. Third, the alternative solutions offered include (1) providing assistance, (2) the Ministry of Religion of Malang City issues a Disposition.
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A. PENDAHULUAN 
Pemerintah telah menyediakan beberapa kebijakan dalam meningkatkan keprofesian guru, baik dari Kemendikbud dan Kemenag yang menangani peningkatan kualifikasi pendidikan seorang guru. Salah satu peningkatan kualifikasi pendidikan melalui pelatihan, pengembangan perangkat pembelajaran, hingga pemberian sertifikat pendidik profesional
. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 dan pasal 9 yang mengatur  guru dengan kualifikasi akademik minimal S1 (Sarjana) atau D-IV (Diploma IV) sesuai dengan bidang tugasnya berhak mendapat memiliki sertifikat pendidik apabila memenuhi kualifikasi tertentu. Selanjutnya dijabarkan dalam pasal 11 ayat 1 pasal 8, guru yang telah memenuhi persyaratan dan akan mendapat Tunjangan Profesi Pendidikan atau TPG sebagai apresiasi terhadap guru profesional. 

TPG diberikan dengan tujuan untuk digunakan dalam mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, baik melalui berbagai seminar, workshop maupun pengadaan perangkat pendukung pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa
, yang menjelaskan pada hakekatnya standar kompetensi guru bertujuan mendapatkan guru profesional, yang berkompetensi untuk melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari sekolah. Kemudian muaranya adalah mencapai tujuan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. 

Untuk memfasilitasi Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan bagi Guru Pendidikan Agama Islam, Kementrian Agama memiliki Seksi PAIS yang bertugas melakukan layanan, bimbingan, pembinaan, serta pengelolaan data maupun informasi dibidang Pendidikan Agama Islam.  Seksi PAIS juga memfasilitasi pada Guru PNS dan Non PNS di sekolah umum dan Swasta terkait penyaluran Tunjangan profesi pendidikan. Jika ditinjau dari Kajian Tunjangan yang dikeluarkan Dirjen Kemenkeu Tahun 2015, Guru baik PNS maupun Non PNS berhak menerima TPG
. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru sekolah umum (negeri), madrasah negeri dan Madrasah Swasta. Yang membedakan adalah asal Sumber dana pembayaran TPG Non PNS dibebankan kepada DIPA Kanwil (Kota/Kabupaten dan Propinsi).
Mengingat jumlah guru yang begitu banyak, maka dibutuhkan sebuah implementasi kebijakan terkait penggunaan aplikasi sistem berbasis digital untuk memanajemen data. Manajemen data diperuntukan oleh admin yang menangani pemberkasan TPG  agar lebih mudah dipantau dan disalurkan. Penggunaan sistem manajemen aplikasi digital sangat menguntungkan dari sisi biaya operasional dan tenaga administrasi. Dengan adanya sistem manajemen aplikasi digital biaya operasional dapat ditekan. Selain itu penggunaan aplikasi digital, data lebih bersifat transparan sehingga meminimalkan adanya kecurangan atau manipulasi perubahan data. Dengan adanya implementasi kebijakan aplikasi digital juga akan memudahkan pencairan TPG.
Sebuah kebijakan publik terkait pencairan TPG menggunakan aplikasi digital harus didasari unsur-unsur implementasi kebijakan. Terdapat 3 unsur implementasi kebijakan publik, yakni (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) evaluasi. Unsur yang lain berhubungan dengan implementasi kebijakan publik penggunaan sebuah teknologi dari sisi kelebihan atau kekurangannya serta sisi pendukung dan penghambatnya. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ii bahwasannya kebijakan penggunaan sistem aplikasi SIAGA untuk membantu proses pencairan TPG Guru Agama harus memenuhi kriteria unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik.
Secara garis besar penelitian ini terfokus dalam upaya memaparkan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan publik terkait pencairan TPG menggunakan aplikasi SIAGA dan berbagai problematika yang terjadi.  Rumusan masalah yang dipaparkan pada penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana implementasi kebijakan dari aspek pelaksanaan penyaluran TPG Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019?; 2) Apa saja problematika dari sisi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan penyaluran tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019?; 3) Apa bentuk alternatif solusi terhadap permasalahan implementasi kebijakan penyaluran tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019?
B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini terdapat 3 tinjauan pustaka yang akan dibahas secara detail, yakni Kebijakan Publik, Sistem Informasi Manajemen, dan TPG. Ketiga kajian teori ini digunakan untuk memperkuat penelitian ini agar dapat dipertanggung jawabkan secara teoritis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik ditinjau dari tahap pelaksaan, faktor pendukung, dan penghambatnya. Teori Sistem Informasi Manjamemen yang dibahas adalah penggunaan aplikasi SIAGA. Sedangkan teori mengenai TPG landasan hukum terkait pencairan. 
Kebijakan Publik sendiri dipahami sebagai kegiatan pemerintah dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai lembaga atau organisasi milik pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Edward III  
dimana implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan dari pembuatan kebijakan seperti pemerintah semisal terbitnya Undang Undang oleh legislatif, kemudian UU dijalankan oleh perintah eksekutif, sedangkan penyerahan bagi pelanggaran UU ada pada keputusan pengadilan. 
Kemudian William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik 
, yang menyebutkan Kebijakan Publik merupakan pola yang lengkap dari berbagai pendapat, termasuk keputusan sebuah tindakan yang dilakukan lembaga perorangan mauun organisasi pemerintah. 
Kebijakan publik menggunakan sistem aplikasi SIAGA didasari pada peranan penting dari sebuah sistem Informasi manajemen. Hal ini disampaikan oleh Degenhardt yang menyatakan bahwa banyak perusahaan menyerahkan pengambilan keputusan kepada sebuah aplikasi sistem informasi manajemen. Sehingga sistem informasi manajemen pada aplikasi SIAGA didasari untuk pengambilan keputusan khususnya pencairan pencairan TPG.

Lebih lanjut Sistem Informasi Manajemen Aplikasi SIAGA pastinya memiliki faktor pendukung dan penghambat. Mc Leod menjelaskan bahwa fakror pendukung adalah sumber daya informasi berupa komputer, aplikasi, penyimpan dan pengolah data (server) dan sumber daya manusia sebagai administrator basis data
. Faktor penghambat sebuah sistem informasi manajemen adalah keamanan informasi. semua organisasi memiliki kebutuhan untuk menjaga agar sumber daya informasi mereka aman. Aman dari kalangan kriminal komputer (penjahat cyber), virus, dan kesalahan pengelolaan baik sengaja maupun tidak disengaja. 
Untuk Kebijakan dalam penyaluran TPG bagi Guru Pendidikan Agama Islam menggunakan SIAGA selengkapnya ada pada petunjuk teknis penyaluran TPG yang dikeluarkan oleh Dirjen PAI Kementrian Agama No. 7180 Tahun 2018. Dalam juknis tersebut dipaparkan terkait sasaran, besaran dana, sumber dana, dan Kriteria penyaluran TPG khususnya Guru Pendidikan Agama Islam. Tujuan pemberian Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam ialah dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja guru terkhusus Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidiknya
.
C. METODE PENELITIAN
Secara umum penelitian ini menggunakan jenis field research dimana penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung terkait subyek penelitiannya langsung ke lokasi. Tujuannya adalah menemukan obyek penelitian yang wajar. Peneliti mengambil jenis penelitian lapangan adalah karena alokasi waktu penelitian yang lebih banyak. Dengan demikian penelitian dilakukan dalam tidak terikat oleh satuan waktu tertentu, baik hari, minggu, bulan, atau tahun. Peneliti dapat melakukannya berulang ulang dengan kembali ke lapangan untuk melengkapi data
. 
Untuk penelitian ini lebih bersifat studi kasus, karena menggambar riset terhadap sebuah permasalahan dan dilakukan dalam memeriksa hubungan suatu sebab dari permasalahan tersebut dari gejala tertentu secara rinci. Dalam studi kasus tersebut waktu tidak ditentukan karena bertujuan mendapatkan hasil akuntabel dan holistik.  Dalam penelitian ini yang diuraikan adalah studi kasus mengenai pencairan TPG Guru Agama di wilayah Kementrian Agama Kota Malang menggunakan aplikasi bernama SIAGA. Hasil penelitian tersebut akan dianalisa dengan teori teori terkait penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penggunaan aplikasi tersebut.
Untuk sumber data utama berasal dari admin aplikasi SIAGA mengenai problematika TPG  PAI di wilayah Kota Malang Tahun 2019 kemudian hasil wawancara terkait implementasi kebijakan yang diberikan oleh pemangku jabatan terkait problematika yang dihadapi.  Pada penelitian ini subyek penelitian adalah informasi Problematika pencairan TPG Guru PAI di Kota Malang Pada 2019. Kemudian dalam penelitian ini salah satunya jenis problem apa saja yang dihadapi oleh Guru terkait penyaluran TPG menggunakan Sistem Aplikasi SIAGA dan bagaimana pemangku jabatan memberikan solusi kebijakan terkait problem yang terjadi
.
Terakhir prosedur pemilihan responden dan sampel penelitian menggunakan tipe Sampel Bola Salju (Snow Ball Sampling). Prosedur ini yang dinilai lebih tepat dengan penelitian kualitatif sesuai dengan topik masalah penelitian. Sesuai dengan pendapat Harbani yang menjelaskan bahwa Snow Ball Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang mirip dengan orang membuat bola salju dan digelindingkan, proses ini semakin lama semakin menggelinding dan menjadi besar, seperti halnya jumlahnya sampel penelitian ini yang awalnya sedikit kemudian berkembang menjadi lebih banyak. Kemudian dijelaskan bahwa responden yang akan dipilih selanjutnya berdasarkan petunjuk responden sebelumnya 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum Implementasi Kebijakan Publik terkait penggunaan SIAGA Kantor kementrian Agama Kota Malang dimulai dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dengan sosialisai, pelatihan, pedataan data guru, verval data, hingga penetapan kelayakan pencairan TPG di masing masing guru dan pengawas. Dengan input data yang tepat pada aplikasi SIAGA yang dilakukan oleh masing masing personal GPAI dan oleh admin PAIS, maka data terkait pencairan TPG akan lebih mudah dipantau dan lebih mudah di tata. 
Input aplikasi SIAGA diawali dengan : (1) Kantor Kemenag Kota Malang menerbitkan surat edaran terkait pencairan tunjangan profesi; (2) Membuat SOP langkah kerja pengunaan SIAGA; (3) Mengunduh Laporan Report Tunjangan Profesi Guru tahun berjalan; (4) Admin Seksi PAIS mengelola akun SIAGA untuk wilayah Kota Malang secara berkala; (5) Admin Seksi PAIS melakukan Verval data Nomor Registrasi Guru (NRG) untuk pengawas dan Guru; (6) Admin Subag melakukan Verifikasi dan Validasi (verval); 7) Admin melakukan feedback kepada Guru atau Pengawas Pendidikan Agama Islam yang status Vervalnya ditolak untuk melengkapi data administrasinya; dan (8) Tahap Akhir, admin SIAGA Seksi PAIS Kemenang Kota Malang melakukan pengecekan data pencarian TPG (ada perubahan atau tidak).
Pemanfaatan  aplikasi SIAGA pada Seksi PAIS dalam mengambil keputusan penyaluran Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI Kantor Kemenag memiliki banyak keuntungan karena memudahkan Admin PAIS mengolah Big Data Guru PAI.  Pemanfaatan Aplikasi SIAGA sebagai sarana pengambilan keputusan sesuai dengan pendapat Mc Leod yang menyatakan bahwa sebuah sistem informasi manajemen atau disingkat SIM yang dalam hal ini adalah SIAGA sebenarnya adalah sistem yang dapat memberikan informasi untuk digunakan sebagai pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya 
. 
Pada dasarnya setiap kebijakan publik pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing bahkan untuk Penggunaan aplikasi SIAGA. Sehingga untuk mengkaji keefektifan aplikasi SIAGA, maka harus dilakukan sebuah analisis SWOT sehingga dapat diketahui celah kelemahan yang dimiliki kebijakan publik pencairan TPG menggunakan SIAGA. Dengan mengetahui celah akan kelemahan kebijakan publik SWOT itulah akhirnya kebijakan penggunaan aplikasi SIAGA tersebut dapat diperbaiki dan menjadi lebih efektif digunakan di masyarakat.

Secara umum terdapat 3 faktor pendukung dan 2 faktor penghambat dipahami sebagai problematika yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyaluran TPG PAI dengan Aplikasi SIAGA. Secara umum kebijakan publik penggunakan aplikasi SIAGA memiliki faktor pendukung berikut ini.
1) Kemudahan Dalam Melakukan Komunikasi 

Dalam sebuah kebijakan publik, kemudahan dalam berkomunikasi menjadi faktor utama. Kebijakan publik akan tepat sasaran ketika stakeholder Pusat (pemangku kebijakan) melakukan komunikasi masif secara vertical kepada Stakeholder di daerah. Apabila komunikasi antar pemangku kebijakan buruk, dapat dipastikan kebijakan yang digulirkan sulit berhasil begitu pula sebaliknya. Dalam penggunaan aplikasi SIAGA admin PAIS selalu membuka ruang komunikasi baik antar personal guru, pengawas, maupun dengan stake holder di atasnya (admin propinsi dan nasional).
2) Adanya Sumber Daya Pendukung

Kebijakan yang baik harus disertai dengan sumber daya pendukung yang memadai. Sumber daya pendukung disini meliputi: admin yang berkualitas dan keahlian baik untuk menjalankan tugas, wewenang, dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan. Sumber daya pendukung juga berupa kemudahan regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih. Pada penelitian diketahui bahwa admin Seksi PAIS Kemenag Kota Malang memiliki kualifikasi yang sangat baik dan ditunjang dengan perangkat kerja yang mendukung. 
3) Komitmen Positif dari Seksi PAIS Kementrian Agama Kota Malang

Kebijakan publik dapat berjalan efektif jika ada komitmen yang positif dari para pelaksana. Positif disini dimaknai sebagai pelaksana kebijakan bersikap baik, memberikan dukungan, mengawal kebijakan dengan sungguh-sungguh. Pada penelitian ini diketahui adanya komitmen dari Kabid Seksi PAIS untuk mengawal kebijakan pencairan TPG hingga tuntas kepada yang berhak.
Dalam penelitian ini diketahui bahwa faktor penghambat lebih dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal atau yang berasal dari rekan rekan GPAI. 
1) Kelemahan Terkait Aplikasi SIAGA 

Sebuah sistem informasi berbasis komputerisasi pastinya memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat berupa : 1) belum adanya sumberdaya pendukung yang menunjang berjalannya suatu sistem disemua tempat ; 2) sebuah sistem informasi memiliki harga yang sangat mahal; 3) sistem informasi rawan pencurian data atau Cybercrime dan serangan virus komputer ; dan 4) perlunya sosialisasi secara masif dan menyeluruh agar dapat dipahami pemangku kebijakan dan masyarakat sehingga membutuhkan waktu yang lama. 
2) Lingkungan Sosial di Kalangan GPAI

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang mana Lingkungan sosial masyarakat sangat besar peranannya dalam keberhasilan pemanfaatan suatu kebijakan publik. Respon masyarakat terhadap suatu kebijakan juga menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Permasalahan yang terjadi adalah terdapat beberapa personal Guru yang lambat dalam merespon kebijakan publik tersebut.
Dari permasalahan yang terjadi, beberapa solusi kebijakan telah diambil oleh Kementrian Agama Kota Malang.  Alternatif solusi tersebut tidak terpusat kepada beberapa permasalah, tetapi lebih kepada permasalahan mendasar yang dihadapi oleh guru dan pengawas PAI. 
1) Melakukan Kordinasi 

Seksi PAIS Kementrian Agama Kota Malang melakukan Kordinasi dan meminta bantuan kepada KKG PAI ditingkat SD dan kepada MGMP PAI ditingkat SMP dan SMA/SMK, Pengawas PAI, dan Kordinator untuk membatu guru-guru yang mengalami kesulitan. 
2) Membuka layanan Admin PAIS 

Menyediakan Admin PAIS yang dapat dijadikan jujukan sekaligus memberikan solusi kepada guru atau pengawas PAI yang mengalami kesulitan secara langsung terkati penggunaan Aplikasi SIAGA. 
3) Memberikan Disposisi

Memberikan Disposisi kebijakan pencairan TPG yang intinya memberikan kemudahan kepada guru-guru PAI yang kesulitan melakukan pengelolaan data aplikasi SIAGA terutama kepada admin SIAGA 

4) Komunikasi dengan Kanwil Propinsi 

Melakukan Koordinasi dengan Kanwil Propinsi Jawa Timur terkait kebijakan penggnaan aplikasi SIAGA, sekaligus melakukan komunikasi dengan kantor kementrian agama Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur terkait informasi terbaru aplikasi SIAGA.
5) Perawatan Sistem Aplikasi SIAGA 

Melakukan perawatan atau maintenance sistem ketika proses pendataan dan pencairan TPG selesai. Hal ini bertujuan untuk menghindari sistem down atau server eror ketika digunakan untuk upload berkas penerima TPG.
6) Komunikasi dengan penerima TPG
Meningkatkan Pemahaman Guru Terhadap Tata Kelola Administrasi dan pentingnya tata kelola Administrasi. Tujuannya untuk memudahkan admin ketika mengelola berkas berkas setiap penerima TPG yang nantinya dilaporkan kepada pusat. 
E. KESIMPULAN
1. Implementasi Aplikasi SIAGA Kantor kementrian Agama Kota Malang dimulai dengan sosialisai, pelatihan, pedataan data guru, verval data, hingga penetapan kelayakan pencairan TPG di masing masing guru dan pengawas. Input aplikasi SIAGA. 
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan publik TPG menggunakan aplikasi SIAGA diantaranya : (1) Komunikasi stakeholder; (2)  sumberdaya pendukung ; dan (3) komitmen positif perangkat untuk mengoptimalkan aplikasi SIAGA. Sedangkan faktor penghambatnya, yakni (1) Kelemahan Sistem Aplikasi SIAGA sebagai sistem informasi manajemen (SIM) yang rawan virus; (2) lingkungan sosial yang tidak kondusif.
3. Untuk Alternatif solusi yang ditawarkan adalah meliputi (1) melakukan pendampingan, melakukan komunikasi, penyediaan admin PAIS yang handal untuk mengatasi problematika (2) Mengeluarkan Disposisi yang sifatnya mempermudah kinerja admin.
F. REKOMENDASI KEBIJAKAN 

1) Saran Teoritis

Adapun saran yang bisa penulis paparkan pada penelitian tentang Implementasi Kebijakan Publik Penggunaan SIAGA adalah dengan mengetahui konsep dari sistem informasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS), maka diharapkan kita dapat menerapkan sistem informasi tersebut dengan baik untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat agar dapat menghasilkan pengambilan keputusan sesuai dengan masalah yang ada dalam suatu organisasi publik. Hal ini lebih dikarenakan bagaimana perkembangan di era digital saat ini dimana one stop service dengan big data yang tunggal dalam memudahkan proses layanan terutama pencairan Tunjangan Profesi Guru.
2) Saran Praktis
a. Sistim Informasi ini dikelola oleh Seksi PAIS oleh karena itu di butuhkan SDM yang mampu dalam hal Sistem Informasi berbasis Online, oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan agar mampu menghasilkan SDM yang mampu dalam bidangnya.
b. Alangkah baiknya Sistem informasi di Seksi PAIS bisa terintegrasi satu sama lainnya satu data untuk mencakup keseluruhan misalkan teritegrasi dengan Dapodik.
c. Penggunaan Aplikasi SIAGA dalam proses penyaluran TPG guru agama memberikan perspektif baru tentang peranan sistem informasi manajemen layanan publik era digital 4.0 dimana pemberkasan sudah seharusnya dilakukan secara daring bukan secara luring.
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